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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini 

dikemukakan beberapa kesimpulannya: 

1. Prosedur hukum dalam menentukan seseorang yang melakukan tindak 

pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur dalam pasal 2 

Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS), dimana dalam ayatnya yang 

pertama dijelaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap 

pasal 1 UUPNPS haruslah diberikan perintah atau peringatan keras 

melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, 

dan Menteri Dalam Negeri. Dalam menangani kasus-kasus penodaan 

agama yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu 

haruslah didahului dengan aturan yang tercantum, dalam pasal 2 

UUPNPS. Selain itu, keberlakuan dari UUPNS ini juga tidak dapat 

disimpangi karena UUPNPS ini merupakan aturan yang lebih khusus 

mengatur mengenai penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dengan 

kata lain UUPNPS ini merupakan lex specialis. Sehingga, berdasarkan 

pasal 63 ayat (2) KUHP, UUPNPS merupakan aturan yang lebih khusus 

yang harus diberlakukan. 

2. Terjadinya penyimpangan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 2 

Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama membuat putusan pengadilan terhadap kasus-

kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama menjadi tidak sah. Hal 

tersebut dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan 

dakwaan yang tidak dapat diterima atau de officier van justitie is niet 

onvankelijk (kasus hukum formal yang mungkin terjadi dalam hukum 

pidana Belanda, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak berhak 
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membawa kasus ini ke pengadilan pidana). Dengan kata lain dakwaannya 

prematur untuk diajukan. 

 

5.2 Saran 

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS) perlu tetap diberlakukan, akan tetapi 

UUPNPS ini juga memerlukan perbaikan atau revisi baik dalam segi formil 

perundang-undangan maupun dalam hal substansi agar memiliki unsur-

unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan 

penafsiran dalam praktik. 

2. Sebaiknya dalam menangani kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama di Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS) dijadikan dasar 

pretimbangan hakim dalam memutus perkara dan bukan hanya dijadikan 

sebagai acuan saja. Hal tersebut dikarenakan UUPNPS merupakan aturan 

yang lebih khusus mengatur mengenai penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama dibandingkan dengan KUHP. 
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